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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN PETERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Peternak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERDAYAAN
PETERNAK.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan
pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan
kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Peternak.

2. Peternak adalah perorangan warga negara lndonesia atau korporasi
yang melakukan Usaha Peternakan.

3. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk
menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan
masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.

4. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik
yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum,
yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia
yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

5. Kemitraan Usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan
saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di
bidang Peternakan atau di bidang Kesehatan Hewan.

6. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan
sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil
ikutannya yang terkait dengan pertanian.

7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya
fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin
Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan,
pemasaran, dan pengusahaannya.

8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan
perawatan Hewan, pengobatan Hewan, pelayanan Kesehatan Hewan,
pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan, penolakan
penyakit Hewan, medik reproduksi, medik konservasi, obat Hewan dan
peralatan Kesehatan Hewan, serta keamanan pakan.

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang
dipelihara maupun yang di habitatnya.

10. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang
masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan
konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi
pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
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11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 2

(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur pemberian kemudahan dalam
rangka Pemberdayaan Peternak untuk Peternak yang jenis dan jumlah
ternaknya di bawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin.

(2) Pemberian kemudahan kepada Peternak yang jenis dan jumlah
ternaknya di atas skala usaha tertentu yang wajib memiliki izin diatur
dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 3

Pemberian kemudahan kepada Peternak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta informasi;

b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan
teknik;

c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya
tinggi;

d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku
usaha;

e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau me peningkatan
kewirausahaan;

f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan
Hewan dalam negeri;

g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan Usaha
Peternakan;

h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau

i. perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.

BAB II

AKSES SUMBER PEMBIAYAAN, PERMODALAN,

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SERTA INFORMASI

Bagian Kesatu

Akses Sumber Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 4

(1) Sumber pembiayaan dan permodalan untuk Pemberdayaan Peternak
dapat berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Selain berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah, sumber
pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dapat berasal dari masyarakat, lembaga perbankan, dan lembaga
keuangan bukan bank, serta badan usaha lainnya.

Pasal 5

(1) Pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah dan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa bantuan
pembiayaan atau permodalan untuk pengembangan usaha.

(2) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada Peternak melalui kelompok Peternak atau
gabungan kelompok Peternak.

(3) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian
kemudahan pembiayaan atau permodalan diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kedua

Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 6

(1) Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka Pemberdayaan
Peternak paling sedikit meliputi:

a. benih/bibit;

b. pakan;

c. alat dan mesin;

d. budidaya;

e. panen dan pascapanen;

f. pengolahan dan pemasaran hasil;

g. Kesehatan Hewan; dan/atau

h. kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan yang berasal dari hasil penelitian dan pengembangan
dalam negeri.

(3) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa invensi atau inovasi.

(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya mendorong dan mendukung kegiatan penelitian dan
pengembangan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
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Pasal 7

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya harus memberikan kemudahan akses ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui:

a. penyediaan teknologi tepat guna dalam berbagai metode, media,
dan saluran informasi;

b. pendampingan dalam proses alih teknologi;

c. penyuluhan; dan/atau

d. pendidikan dan pelatihan.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
oleh penyuluh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang sistem penyuluhan pertanian, kehutanan, dan
perikanan.

Pasal 8

Pemberian kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b berupa
invensi atau inovasi yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga

Akses Informasi

Pasal 9

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya harus menyediakan informasi pengembangan Usaha
Peternakan dalam rangka Pemberdayaan Peternak.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. harga komoditas hasil Peternakan;

b. prasarana dan sarana Peternakan;

c. data kebutuhan pangan nasional asal Hewan;

d. peluang dan tantangan pasar;

e. perkiraan populasi dan produksi;

f. penyediaan pembiayaan dan peluang investasi;

g. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

h. pemberian subsidi;

i. teknologi Peternakan;
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